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PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.G/2022/PN BIt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara :

IMAM KHOIRUDDIN, Lahir di Blitar pada tanggal 04 Oktober 1995, Jenis
Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa,
Alamat: Dsn JimbeRT. 001 RW. 003 Desa JimbeKecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Belum Kawin,
Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di JI. Manukwari No. 25 Kel.
Satreyan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, JawaTimur. Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya Imam Safii, S.H.,M.H dan Moch. Nur
Rochim, S,Sos, M.M masing-masing Sekretaris dan Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14
Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebult;

Setelah membaca berkas Gugatan No 120/Pdt.G/2022/PN BIt;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar No.
120/Pdt.G/2022/PN BIt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara No 120/Pdt.G/2022/PN Blt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni
dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2022 Penggugat hadir menghadap sendiri
di persidangan, untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2022
Penggugat hadir menghadap sendiri, untuk Tergugat hadir di persidangan
kuasa hukumnya dan selanjutnya di persidangan Penggugat mencabut

gugatannya secara lisan, dengan alasan perbaikan dalam gugatannya;
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Menimbang, bahwa atas pernyataan atau pengajuan pencabutan gugatan
oleh Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa karena pemeriksaan
perkara a quo belum berlangsung, dimana Tergugat belum menyampaikan
jawabannya, maka dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada
Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat (vide Pasal 271 Rv)
dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November
1985 jo. Putusan PT Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 jo.
Putusan PN Pekanbaru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982, maka pencabutan
gugatan oleh Penggugat tersebut dalam perkara a quo adalah tidak bertentangan

dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo
dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara a quo dicabut oleh
Penggugat di persidangan, maka biaya perkara yang sudah berjalan tersebut
adalah patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta

peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :
1. Menyatakan Gugatan Pengggugat dalam perkara perdata Gugatan
Nomor : 120/Pdt.G/2022/PN Blt tersebut dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk

mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor

120/Pdt.G/2022/PN Blt tersebut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat

puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022
oleh kami : Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto,
S.H., M.H.Li., dan Fithriani, S.H,M.H penetapan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
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Mohammad Saeran, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Blitar, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd Ttd

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. Mohammad Syafii, S.H.
Ttd

Fithriani, S.H.,M.H
Panitera Pengganti,
Ttd
Mohammad Saeran, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai .......coovvvvvvieeeeeeeeeeee : Rp 10.000,00;

2. Redaksi ....ccccvvvveiiiiiiiiiiiiinn : Rp 10.000,00;
K PR UURRTRRRI P: Rp 50.000,00:
FOSES wrvveivreeiiieeeinieeeeneeeneeeennnens
Lo P . )
endaftaran ........cccceeeeeiiiiiiiinnns ' Rp 30.000,00;
5. P T ITRPPReS P : Rp 125.000,00:
anggilan ........cccccooeveiiiiciiiiieee,
Bttt P . Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.................. '

Jumlah : Rp245.000,00;

(dua ratué empat puluh lima ribu rupiah)
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